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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik

secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan

undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan

pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum diberbagai

sektor kehidupan. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidak selalu

mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar

pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba

bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Darmawan & Sukartha, 2014).

Pajak digunakan untuk kepentingan umum tidak untuk kepentingan

pribadi, maka dari itu rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat

langsung dari pajak akan tetapi masyarakat secara tidak langsung dapat menikmati

manfaat dari pajak tersebut seperti: Pembangunan infrastruktur, fasilitas umum,

pangan, bahan bakar minyak dan lain-lain.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial bagi negara,

karena sifatnya yang dapat dipaksakan.Menurut perusahaan, pajak merupakan

beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, hampir sebagian

besar perusahaan tidak ada yang sukarela membayar pajak. Perusahaan membayar
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pajak karena sifatnya memaksa, apabila perusahaan tidak membayar akan terkena

sanksi yang dapat merugikan perusahaan.

Penerimaan pajak negara di pengaruhi oleh berbagi faktor seperti kondisi

ekonomi, politik, hukum, dan perilaku wajib pajak. Perilaku wajib pajak

contohnya adalah tax avoidance. Perencanaan pajak yang masih dalam koridor

Undang – Undang disebut penghindaran pajak (tax avoidance). Pemilik

perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif

untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Chen et al., 2010). Untuk

meminimalkan beban pajak yang dibayar perusahaan dapat melakukan

perencanaan pajak.Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi

hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi

perusahaan antara lain rendah dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik.

Dalam hal ini yang membedakan pajak dengan penghindaran pajak

adalah, penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar

hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan

penghindaran pajak dapat dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah

(loopholes) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk

menghindari pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar atau melakukan

transaksi yang tidak memiliki tujuan lain selain untuk menghindari pajak.

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu

sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak

tidak diinginkan (Budiman & Setiyono,2012).
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Menurut irawan dan Farahmita (2012) terdapat survei yang menunjukan

bahwa di Indonesia di tahun 2002 pernah menduduki posisi terbawah dalam hal

audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar

pengungkapan, dan transparasi serta peran dewan direksi.Menurut Fadillah (2014)

mekanisme dalam pengawasan corporate governance (CG) ada dua yaitu internal

dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan

dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang

saham, komposisi dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan

pertemuan dengan board of director. Sedangkan mekanisme eksternal adalah

seperti pengendalian oleh perusahaan , struktur kepemilikan, dan pengendalian

pasar. Pada penelitian ini lebih difokuskan kepada komisaris independen, komite

audit, dan kepemilikan institusional.

Keberadaan komisaris independen sangat mempengaruhi keputusan dalam

suatu perusahaan, termasuk keputusan yang terkait dengan pembayaran pajak.

Komisaris Independen melakukan pengawasan dengan baik dan mengarahkan

perusahaan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Komisaris independen

menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam

mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi

yang terkait dengan pembayaran pajak.Komisaris independen juga sangat

mempengaruhi keputusan di suatu perusahaan, termasuk kepatuhan yang terkait

dengan pembayaran pajak. Komisaris independen melakukan pengawasan dengan

baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah di tetapkan

(Nurul & Fidiana 2017).
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Selain faktor komisaris independen, faktor lain yang mempengaruhi

perusahaan membayar pajak adalah komite audit. Komite audit dalam suatu

perusahaan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak

manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Pada prinsipnya,

tugas pokok dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam

melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Komite audit berfungsi

untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan

dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Dedde & Rita 2016).

Faktor selanjutnya adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan

institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik

keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer (Jensen dan

Meckling, 1976). Adanya pemegang saham seperti institusional ownership

memiliki arti penting dalam memonitor manajemen.Pemilik institusional

sebenarnya dapat memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka

berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak

suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja

ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri

(Putu & Agung 2016).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah

capital intensity ratio atau di sebut juga rasio aset tetap. Capital intensity ratio

dapat dikatakan mampu mempengaruhi jumlah modal perusahaan yang tertanam

dalam bentuk aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Aset tetap yang

dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat
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depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan

dengan aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah

dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah.

Di Indonesia, perusahaan makanan dan minuman yang melakukan

penghindaran pajak, sebagai contoh beberapa tahun lalu Direktorat Jendral Pajak

telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia. PT.

Coca Cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan

pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jendral

Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak

yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan

biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan

penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil

(digilib.esaunggul.ac.id).

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini didasari oleh masih

adanya perusahaan manufaktur yang melakukan tindakan penghindaran pajak

untuk menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Penelitian ini modifikasi dari penelitian I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi Putra

dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2016) juga penelitian dari Putu rista

Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016). Dalam penelitian I Gst Ln Ngr Dwi

Cahyadi Putra, dkk (2016) saya mengambil variabel komite audit dan kepemilikan

institusional, dan dalam penelitian Putu Rista Diantari, dkk (2016) saya

mengambil variabel komisaris independen dan capital intencity ratio.Perbedaan
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saya pada penelitian sebelumnya yaitu perbedaan rentang waktu yaitu saya

mengambil tahun 2013-2017. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis

jelaskan di atas maka penulis mengambil judul penelitian yaitu “Pengaruh

Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan institusional dan Capital

Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tax

avoidance ?

2. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance ?

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax

avoidance?

4. Apakah capital intensity ratio berpengaruh signifikan terhadaptax

avoidance ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji secara empiris:

1. Pengaruh komisaris independen terhadap tax avoidance

2. Pengaruh komite audit terhadap tax avoidance

3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance

4. Pengaruh capital intensity ratio terhadap tax avoidance

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
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1. Bagi perusahaan,sebagai bahan tambahan pertimbangan pihak manajemen

dalam melakukan penghindaran pajak hyang benar dan efisien tanpa

melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih

efisien dalam masalah pajak perusahaan dimasa mendatang.

2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi peneliti dan

mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang kemauan pembayaran pajak,

serta mendapat pelajaran tentang undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Bagi investor , dapat memberikan dorongan dan masukan untuk investor

dalam berinvestasi pada perusahaan dan juga dapat menilai suatu

perusahaan dengan melihat apakah perusahaan tersebut menghindari pajak

atau tidak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang , rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang mendasari tiap-tiap

variabel, pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelakan tentang populasi dan sampel, sumber dan jenis data,

variabel penelitian, pengukuran variabel, dan metode analisis data.
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4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas  deskripsi hasil pengolahan data, pengujian hipotesis,

dan penjelasan yang mendukung dalam rangka pengambilan kesimpulan

penelitian yang dilakukan serta pembahasannya.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dan bagian akhir dari penelitian ini yang

terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dan saran dari

penelitian ini.
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